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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya panduan teknis yang seragam
dalam pelaksanaan akad nikah untuk penyandang disabilitas tunawicara dan
tunarungu, meskipun Pasal 17 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
memperbolehkan penggunaan bahasa isyarat atau tulisan dalam ijab gqabul.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin
mengenai praktik akad nikah bagi pasangan tunawicara dan tunarungu serta
pengimplementasian pasal 17 ayat 3 KHI dalam pelaksanaan akad nikah bagi
tunawicara dan tunarungu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research)
atau penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun dalam
pengumpulan data dilakukan dengan Teknik wawancara dengan lima Kepala
Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad nikah bagi pasangan
tunawicara dan tunarungu dilakukan dengan pendekatan yang fleksibel dan adaptif,
tergantung pada kebijakan masing-masing Kepala KUA. Semua Kepala KUA yang
diwawancarai sepakat bahwa penyandang tunawicara dan tunarungu memiliki hak
yang sama dalam pernikahan dan menekankan pentingnya memberikan pelayanan
terbaik, termasuk penyesuaian khusus seperti penggunaan bahasa isyarat atau
tulisan. Prosedur yang diterapkan pada mempelai tunawicara dan tunarungu sama
pada pernikahan pada umumnya dengan penyesuaian tertentu dalam aspek teknis.
Implementasi Pasal 17 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam akad nikah
bagi mempelai tunawicara dan tunarungu menunjukkan bahwa pasal ini
memberikan fleksibilitas dalam penggunaan bahasa isyarat atau tulisan, tergantung
pada kemampuan komunikasi mempelai dan kesepakatan dengan pengulu.
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